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BUPATI SAROI-ANGUN
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 395 /DTPHP/2O23

TENTANG

PENETAPAN AI,OKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI DAN HARGA

ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR

PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SAROLANGUN,

Menimbang a. bahwa dalam rangka untuk menjamin ketersediaan

Dfiryrk dengan harga yang wajar dan untuk
;'xi*.gt"*"" kemampuan petani dalam pengadaan
puput, perlu mengalokasikan pupuk dan menetapkan
itaig" Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk
sektor pertanian di Kabupaten Sarolangun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penetapan Alokasi Kebutuhan Pupuk
Bersubsidi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran
20241'

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor g1,
Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3e6e);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S58Z), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2O1S tentang perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republili
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56T9l;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tat,un 201,9 tentang Sistem
Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (tembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2org Nomor 2ol, Tarrbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6a2\;

Mengingat



4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang
Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam
Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun
2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai
Barang dalam Pengawasan;

5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-
IND/PER /3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor
a80);

6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-
DAG/PER / 4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran
Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.O2/2OL6
tentang Tatacara Penyediaan, Pencairan dan
Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara
Tahun 2016 Nomor 6a\;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
67lPERMENTAN/SM.30S0/ t2 / 2016 tentang pembinaan
Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL6 Nomor 2038);

9, Peraturan Menteri Pertanian Nomor
36/Permentan/SR.lO I 2017 tentang Pendaftaran Pupuk
An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2OL7 Nomor L+7Ll;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022
tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran
Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 656);

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2A23
tentang Pengadaan dan Penyaluran Fupuk Bersubsidi
untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 26);

Peraturan Gubernur Jambi Nomor
38/KEP.GUB/SETDA-APSDA-41 / 2Arc tentang Komisi
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Jambi;

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sarolangun Tahun 2OL6 Nomor 5) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2O2l tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sarolangun Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaga Daerah
Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1);

Keputusan Menteri Pertanian Nomor
744/KWS/SR.320 /M/12/2023 tentang penetapan
Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi pupuk Bersubsidi
Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024;

t2.

13.

a.Memperhatikan
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b. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
dan Peternakan Provinsi Jambi Nomor
1ll7 IKEP.GUB/DTPHP 12023 tanggal 28 Desember
2023 tentang Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi
untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024;

c. Surat Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian Kementerian Pertanian Nomor
B.383/RC.2LOlBl12/2A% Hal : Penyampaian
Kepmentan tentang Penetapan Alokasi dan HET Pupuk
Bersubsidi TA 2024;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ALOKASI
KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Menetapkan Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dan Harga
Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

Harga Eceran Pupuk Bersudsidi Tahun Anggaran 2024
sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai
berikut:
. Pupuk Urea = Rp. 2.250,- per kg
o Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg
. Pupuk NPK Untuk Kakao = Rp. 3.300,- per kg

HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA berlaku untuk pembelian oleh petani di Pengecer
Resmi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-
Undangan.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sarolangun pada Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun Tahun
Anggaran 2024;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

n rrll

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal tg Wrb<r 2023

q. BUPATI SAROLANGUN,

qOtn&t

BACHRIL BAKRI
/

{+ 4
Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Dinas TPHP Provinsi Jambi di Jambi;
2. Sdr. Camat Se-Kabupaten Sarolangun;
3. Yang bersangkutan.

lFt /
IFU

J[u^

PAITITF KOORDINASI
(TP. I-A

A /

I, ll, rii

t/'

hABA(, 'i.t.P,\l A
r/PI.,

ill\r)l\
\t " Ital,

/+



r
r>
H

fr
z

ED-lZX
fr2eErriic
C > S2'rwzPeaA A
H I'....t FEF-sZ
3 b.tr cu
i:.i ,( qr]> !'-!. (r) PUH>-l
iO Ft \J "il- Y -l cz:d6P>E;t8blpt-'/iEo>FC)'P2q>-Q
i2 2
Eni
Czoz>pZ
N.) l-'ls rll

=z
lrlo
EeFtr

,(

E
F
t,
X
o
of,
:r'.{\/
f r-li*l
{<
#
W
ln4

H

P

t-o
7<

9
T'
C'o
Cx
EO
mvtn
C
tp2g
+
-C2
zoo
v
2
Ot\,s
mzcvc+
mz
lJl
!c.E,

7\
I
z
Vrm
@

u
z
m̂o

{
z

tr
C

@

n

Ez
o
Cz

EO

o+r
w
t.
E

n

#
G.e,-.{
;trnna,<e
C'i,

-.tr,C-t
)>*i

-t!
I

-
!
!,
f-

xr
ArrFgiiA

TJ

7
E
>,

e7e
=

E
.
T.Jt

z
E

a-\-

4

o (o @ { Ot ur s w N z
o

E

FT

T'
m
E{
z

@

-{-z

=

zI
z
6l
z

Iz
6)x
C
-{

'g

c
J-

\,,
vo
zo
Cz

E

2

G'

-t
zo
tn

r)
mv

=z2
z
o
mI
z
6)

x
mo

={
z

-s 5
l-
lJ
wu{

(,
-ot
N)(,
5

N'
So
ro
-.1

5N
(,l{

(,
tl
5
Ol6

()

lv
tr)
@s

N
o5s

{o
5q,
(o

l-s
ul(os

ur
I.J(o
\l
(tl

D
oroo

\ :: -{

F
lJ
ts
u)
{

( t
CN

N(/l
&

N,\t
o(o{

5
N)
N'
t,
!

qJ(,
s
OrE

o

N,
(x
@
5

J-,s55
os(,
(o

Fs
H(,
to&

tl
N
(o{
o)

E
tr

cv
m

\
t

7.
g7

2
x
f,)'r

7

z

(,
(x
ro(o
o
NJ

U)
ro
Fr
N,
5

No{(x
o

ut
ur{
or5

(x{
@5
l\,

o

-(^,(,
Ora

Jx
F('l
@

ts5
-uJo
q)

@I
F
00(x

rrl
-ot(,
6

or
o,vt

_G'
,r.t,lr-
d*r'

\I
tl
(.^,
lo
(oo
N)

II(t,
tslv
5

lvo{wo

ul(rl
{
Ctr5

(x{
65
N

o

tr,
t,
ctro

qJ

Ol&

H5(x
o
u)

6()
uo
u)

ur
Ol
(,r
lr
6

tc

z
!

^

t){(o
(h

o

I{(o
cD

or
o,g

I
!(o
crr

I

o

I{
ro(tl

!t
tr

2
F

7
t
e
F

F
eueu

L
m
2
CI'

!c
!cx
-{oz

I

o

rti

I


